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MOTTO

“Hidup yang tidak diperjuangkan, tidak akan pernah dimenangkan”

dan adakalanya,

kita harus mundur sedikit hanya untuk melonpat Lebih jauh
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ABSTRAK

Masa tunggu eksekusi yang tidak menemukan kepastian dan tidak adanya
pengaturan yang jelas mengenai jangka waktu pelaksanaan eksekusi pasca
putusan inkracht. Pelaksanaan eksekusi pidana mati menjadi ranah di
Kementerian Hukum dan HAM tugas dari Direktorat Administrasi Hukum dan
Perundang-undangan, namum dalam struktur organisasi belum ada bidang
maupun sub bidang yang menangani grasi secara khusus, selain itu belum ada
prosedur standar tertulis dalam penanganannya. Penulisan tesis ini membahas
mengenai kepastian hukum terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana
mati dan terhadap ketidakpastian mekanisme pelaksanaan tersebut menjadi
tanggung jawab negara terhadap pemenuhan hak-hak terpidana mati dalam masa
tunggu eksekusi. Pemberian hak-hak terpidana mati terkait pengajuan grasi
sebagai bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terpidana mati agar
mendapat kepastian hukum atas dirinya untuk dapat segera mendapat jawaban
akankah ditolak atau diterima permohonan grasi yang diajukannya. Tidak secara
implisit dijelaskan di dalam peraturan batas waktu pemberian jawaban atas
permohan grasi yang diajukan, sehingga menyebabkan masa tunggu yang
berkepanjangan. Penulisan ini mengedepankan penelitian perundang-undangan
dan konseptual, yang dalam penulisannya dengan mengumpulkan sumber bahan
hukum seperti beragam regulasi maupun putusan pengadilan serta jurnal hukum.
Dalam penulisan tesis ini menggunakan tipe penelitian yuridis-normatif yaitu
dengan mengedepankan mengenai azas-azas hukum, penelitian terhadap
sistematika hukum. Kesimpulan atau hasil akhir yang ingin dicapai atas isu
hukum yang ada, mengenai implikasi masa tunggu pelaksanaan eksekusi terhadap
terpidana mati, memberikan hasil bahwa harus ada suatu peraturan mengenai
jangka waktu pelaksanaan, dengan pemberian jawaban atas permohonan grasi
yang diajukan oleh terpidana mati, sehingga memberikan kepastian hukum serta
jaminan atas kehidupan terpidana mati.

Kata kunci : Eksekusi, Implikasi, Gangguan Mental, Hukuman Mati, Kekuatan

Hukum Tetap.
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ABSTRACT

The waiting period for execution that does not find certainty and there is no clear
regulation regarding the period of execution after the inkracht decision. The
execution of the death penalty is the domain of the Ministry of Law and Human
Rights, the task of the Directorate of Legal Administration and Legislation, but in
the organizational structure there are no fields or sub-sectors that specifically
handle clemency, besides that there is no written standard procedure for handling
it. The writing of this thesis discusses the legal certainty of the mechanism for
implementing the execution of the death penalty and the uncertainty of the
implementation mechanism is the responsibility of the state for the fulfillment of
the rights of death convicts in the waiting period for execution. The granting of
the rights of the death row convict related to the application for clemency as a
form of legal effort that can be taken by the death row convict in order to obtain
legal certainty over himself so that he can immediately get an answer whether his
petition for clemency will be rejected or accepted. It is not implicitly explained in
the regulation on the deadline for responding to a request for clemency, thus
causing a prolonged waiting period. This writing emphasizes statutory and
conceptual research, which in writing is by collecting sources of legal materials
such as various regulations and court decisions and legal journals. In writing this
thesis, a juridical-normative type of research is used, namely by prioritizing the
principles of law, research on legal systematics. The conclusion or final result to
be achieved on the existing legal issues, regarding the implications of the waiting
period for the execution of the death row convicts, gives the result that there must
be a regulation regarding the implementation period, by providing an answer to
the request for clemency submitted by the death row convict, thus providing
certainty law and guarantees for the life of those sentenced to death..

Keywords: Execution, Implication, Mental Disorder, Capital Punishment,
Inkracht.
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